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Mentmbang - a, bahwa Paud sebagai salah salu I:.!x-rnul-: satuan Pendidikan Anak Usia Dinl pada jalur Formal
vung menyelenggarakan Program Pendidikan bagi ansk usia empat sampal dengan enam
tahun schagaimans termuat dalam L.Tm:iauE_g-L‘]'uJ¢|.r|gI Momar 20 Tahun 2003 temang istem
Pendidikan Nasional merupakan upayva nembinasn '_'r'au{f_f ditujukan kepada anak scbagal Diasar
pencapaian baygt Keberhasitan Pendidikan Pemuda: | |

h. bahwa Pendidikan Anak Usia Dimi Sonta -;Irn:-ﬂ.ulma Denak Desa Tuaban  telah
menyelenggarakan Pelayanan bagi Nakak Usia Dini sejak tahun 2011 dengan Sk Kepala Desa
Tuabas MNomor 11 Takun 2015 tertanggal J.S Maret 20135

¢. hahwa berdasarkan Verifikasi vang telah dilakulan oleh satuan Dinas Pendidikan Eab, Sikka
melalui UPTD PPO Eecamalan Waillama maka E’und[iﬂikzm Anak Usia Dini Imakulata Denak
telah memenuhi syarat dan dapat diberikan lzin Operas.onal

d. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana lersebut pada burul ab dan ¢ maka perlu
menetaphan Keputusan Camat Waiblamh kaupaten Sikka tentang Tsin Penyelengparaan

Pendidikan Anak Usia Dind Imakuolata Denuk;

Mengings 1. Undang —undang nomor 69 Tahun 1938 tentang pembeniukan Daerab-daerah Tingkal 1T dalam
wilayabh Dacab-dacrah Tingkat | Bali, Nusa Tengpara Baru dan Musa Tenppara Timur
(Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomer [22, Tambahanepara Republik

Indoenesia Momor 1633 );
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Undang- undapg Momor 4 Tahun 1979 tenfing Kescjabiraan Anak i{lembaran Wegarn
Fepublik Indonesia talun 1979 Nomor 3113); |
3, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia
Momer 3886; | I _
4, Undang-undang Momeor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak  (Lembaran Negar

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambaban Lembaran Negara Republik Indanesia
1



f. Undang-undang Nomor 32 Tabhun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah  (Lembaran MNegam

|
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16.

Fepublik Indonesia Tabun 2004 Nomor 125, Tembaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437 ¢ sehagaimana telah heberspa kaii diubah terakhir dengan nomor 12 tahun 2008
terang perubahan kedun atas Undanpg-undang omor 32 tahun 2004 Pemenntabim Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tthon 2008 Nomor 5%, Tambahan Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Nomaor 4484) 0 '

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik  (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor [ 12, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 3038) ;

Undang-undang Momaor [2 Tahun I'illl tenlang Pembentukan Peraturan PPerundang-Undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2001 Nomaor 82, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Momor 32347 ;

Peraturan Pemerintah Nomaor 19 Tahun 20035 t2ntang Standur Nasional Pendidikan {Lembiaran
Mepara Republik Indonesia Tahwn 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia MNomor 4496 ;

Peraturan .E’emerimalll Momor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara
Pemierintah, Pemerintah m:ﬁm Propirst dan Pemerintal Daerah Kabupaten / Kota {Lembarzn
Mepgara Republik I[nduncsia Tahun 2007 Momoer B2, Tambaban Lembaran MNegara Republik
[ndonesia Momor 4737 ;

Peraturan ‘Pt::'l'li:TI-l'Ilklh Momor 47 Tahwe, 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negar
Fepublik h.uluncsiﬂ Tahun 2008 Nomor 90, Tambaban 1_.¢;mharan Megara Republik Indonesia

MNomor 4863) ; ,

o Peraturan Pemerintall Nomor 48 Tabue 2008 wentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran

Mesara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomar 91, Tambahan Lembaran Nepara Republik

Indonesia Momor S86:4) ;

- Permturan Pemerimah Momar 74 Tabun 2008 tentang Guru (Lembaran Nepara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembdran Nepara Republik Indonesia Nomor
49417,

. Perawran Pemerintgh MNomor 17 Tabun 2000 tentang  Pengelolaan dan Penyelenggaraan

(Lembaran Meparz Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, (Tambaban Lembaran Megara
Fepublik Indonesia No nor 5105) sebagaimana telah dinbah dengan Peraturan Pemerintah
Momos 66 Tahun 2010 {Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2000 Nomoer 112,

Tambaham Lembaran Negars Repablik Indonesia Flomor 3157 5

. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Pendirian Satuan

PALI

Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tabun 2007 tentang Uresan Pemerintahan yvang
menjadi Kewenangan Pemeriniab Daerah Kabupaten Sikka {Lembaran Dacrah Kabupaten
Sikka Tahun 2007 Nomor 28 seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Kabupalen Sikka Mormir
ER)E
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: Memberikan Ijin Opemsional Penvelenggarosn Kepada

Namu Lembagy - PAUD Santa ImaEulaty Denak
Mlamat s asan Denak |
[Jesa = Twabia ' |
Foecamalan : Warblama -
Kubupaten : Sikka !
Penagpung Jawah . Kepala Desn

Penyelenppars ; Arnolda Binting, ALMd
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: Pemepang lan Opernsional sehagaimana dimaksud nlam diktum kessio mempunym togas :

menyelengearskan Hegiatan Pendidikan Ansk Usia Dini Santa Imakulatz Denak (PALUD)
sehingga memenuhi fungs sesialnve lerhadap masyvarakal;

membual laporan herkala setiap 2 (liga ) bulan sekali herdasarkan model yang ditetapkan;
laporan berkala tentanpg kegiatan PAULY cebapgaimana dimaksud dalam poin 2 wajib
dikirimkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olanraga.

Masa berlaku Kepotusan' i selama | (satw) tahun dan akan ditinjau kembali untuk

dimmpkrm' ' |

» Feputusan ini ‘mulai berlaku sejak tangeal ditetapl-an. |
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